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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang 

kerap dijalankan oleh masyarakat. Transaksi jual beli terjadi 

karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak luput dari 

sokongan makhluk lain agar kebutuhan hidupnya tercukupi.  

Pada umumnya seseorang menginginkan/membutuhkan 

komoditas yang dimiliki orang lain. Seseorang mudah saja untuk 

memilikinya, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika si 

pemilik komoditas enggan memberikan komoditas tersebut 

kepada orang yang membutuhkan. Adapun syariat jual beli, 

diharapkan dapat menjadi jalan (wasilah) agar seseorang 

memperoleh komoditas yang dibutuhkan dengan cara yang benar. 

Jual beli menurut etimologi yaitu kegiatan tukar-manukar 

komoditas dengan komoditas.
1
 Transaksi jual beli disepakati oleh 

ulama dan dibolehkan agar seseorang bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan mudah, namun sesuatu yang dibutuhkan orang 

                                                             
1
 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Serang: Media Madani, 2018), 

h. 83. 
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tersebut wajib diganti oleh sesuatu yang lain dengan nilai yang 

sesuai. 
2
 

 Awalnya transaksi jual beli menggunakan sistem barter 

(tukar menukar antar komoditas). Dalam perdagangan dunia, 

sistem barter adalah sistem yang pertama kali dikenal, tetapi 

dalam pelaksanaannya ada banyak sekali kendala yang dialami 

ketika melakukan barter. Akhirnya sistem barter di tinggalkan. 

Kemudian hadirlah uang yang menjadi sarana pertukaran baru 

yang lebih efektif serta efisien.
3
 

 Adanya uang sebagai media pembayaran yang sah, 

memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Namun terkadang adanya sifat konsumtif dari manusia dan 

pemasukan yang lebih kecil dari pengeluaran, mendesak 

seseorang untuk meminjam uang demi memenuhi kebutuhan 

pribadi atau usahanya.  

 Hadirnya akad bai al-murabahah ini diharapkan agar 

masyarakat terhindar dari riba. Karena kebanyakan masyarakat 

umum meminjam uang untuk membeli suatu komoditas dan 

                                                             
2
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2001), cetakan ketujuh, h. 73. 
3
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada 2019), cetakan keempat belas, h. 13. 
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ketika jatuh tempo orang tersebut harus membayar pokok dan 

bunganya. 

 Akad bai al-murabahah ini banyak diterapkan di 

lembanga keuangan syariah seperti koperasi. Akad bai al-

murabahah yaitu akad jual beli yang dijalankan antara anggota 

dan koperasi. Anggota meminta bantuan kepada koperasi agar 

membiayai separuh atau seluruh pembelian komoditas yang telah 

disetujui spesifikasinya oleh kedua pihak. Kemudian komoditas 

yang telah dibeli harus diberikan pada anggota atas nama 

koperasi. Tidak boleh ada riba dalam transaksi ini. Harga pokok 

komoditas dan biaya yang dikeluarkan koperasi harus diketahui 

oleh anggota. Pelunasan akad dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu; spot atau tangguh.
4
 

 Jika pembayaran dilakukan secara tangguh, maka skema 

di atas mengisyaratkan bahwasannya akad bai al-murabahah 

hampir mirip dengan jual beli kredit. Anggota  memberitahu 

komoditas yang dia butuhkan kepada pihak koperasi, barulah 

koperasi menyerahkan komoditas yang dibutuhkan pada anggota 

kemudian anggota membayar harga modal dan margin kepada 

                                                             
4
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II Bab V Tentang Bai 

Murabahah Pasal 116:1,2,3, (Depok: Kencana, 2017), Cetakan ketiga, h.46. 
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koperasi sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Pembayaran dapat 

dilakukan secara tangguh dengan kurun waktu yang sudah 

disepakati.  

 Namun dalam praktinya, yang banyak terjadi di 

masyarakat adalah bukan komoditas yang diberikan kepada 

anggota, melainkan sejumlah uang tertentu. Kemudian  anggota 

menulasi pembayaran secara bertahap (mengangsur).  

 Penulis merasakan kegelisahan dalam skema tersebut dan 

penulis rasa hal ini menarik untuk diteliti.  Maka penulis akan 

membahas tentang Implementasi Akad Bai Al-Murabahah 

Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS Abdi Kerta 

Raharja Syariah Cabang Serang).   

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah analisis terhadap implementasi akad bai 

al-murabahah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah 

Cabang Serang? 

2. Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap akad 

bai al-murabahah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah 

Cabang Serang? 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini tenatang analisis implementasi akad 

bai al murabahah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang. 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis implementasi akad bai al-murabahah di 

KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Serang.  

2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap akad bai al-

murabahah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah 

Cabang Serang.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Untuk menambah khazanah keilmuan pada jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah mengenai implementasi akad bai al-

murabahah pada lembaga keuangan syariah. Memberikan 

kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan kepada 

masyarakat dan civitas akademika Universitas Islam Negeri 

Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai akad bai al-

murabahah yang sesuai dengan syariat Islam.  
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Substansi penelitian terdahulu yang relevan yaitu 

memberikan skema kepada penulis berkenaan dengan subjek 

yang hendak diteliti dengan penelitian serupa yang pernah 

dikerjakan oleh peneliti sebelumnya, agar menghasilkan ilmu 

baru dan tidak terjadi pengulangan. 

Di antaranya adalah: 

1. Syifa Awaliyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta pada tahun 2018 dengan Judul, “ANALISIS 

PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH 

PADA BMT BERSAMA KITA BERKAH (BKB) DAN 

BMT AT-TAQWA PINANG” 

Dengan kesimpulan: Penelitian ini menyebutkan 

bahwasannya ada dua skema pembiayaan yang dipraktikan 

oleh BMT yakni, 1. Membeli komoditas langsung ke agen. 2. 

Nasabah membeli komoditas langsung kepada supplier.  

Apabila nasabah menjadi wakil BMT, maka akad 

wakalah yang lebih dahulu di lakukan (untuk membeli 

komoditas). Barulah akad murabahah dilakukan setelahnya, 

komoditas yang sudah dibeli secara impulsif menjadi milik 
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BMT, dan BMT mempunyai kekuasaan guna melangsungkan 

akad jual beli kepada nasabah, akad tersebut selaras dengan 

syariat Islam dan selaras pula dengan fatwa DSN-MUI No: 04 

Tahun 2000 Tentang Murabahah. (Akad Wakalah-Pembelian-

Akad Murabahah). 

Dalam hukum Islam perpindahan kepemilikan suatu 

komoditas terjadi setelah akad, walaupun secara fisik 

komoditas tersebut belum berpindah, sedangkan menurut 

hukum perdata, perpindahan kepemilikan berlangsung ketika 

komoditas diserah terimakan dan sebelum itu mesti ada akad 

(perjanjian) yang bertujuan untuk memindahkan hak milik 

suatu komoditas, perjanjian ini harus disepakati oleh kedua 

belah pihak.  

Persamaan antara skripsi penulis dan penulis 

sebelumnya yaitu membahas akad bai al murabahah, 

perbedaannya Syifa Awaliyah melakukan penelitian di BMT 

sedangkan penelitian pada skripsi ini di KSPPS, tempat 

penelitian berbeda dan lembaganya pun berbeda.
5
 

                                                             
5
 Syifa Awaliyah, “Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Pada 

BMT Bersam Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang”, (Skripsi 
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2. Siti Jamilatun Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada 

tahun 2016 dengan Judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 

TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH 

PADA PRODUK PEMBIAYAAN MITRA USAHA (Studi 

Kasus di BMT Tumang Cabang Salatiga). 

Dengan kesimpulan : Akad murabahah adalah akad 

yang diaplikasikan oleh BMT Tumang guna menjalankan 

transaksi pembiayaan produk mitra usaha. Akad murabahah 

yang umumnya dipakai untuk pembiayaan yang sifatnya 

konsumtif namun di BMT Tumang akad ini dipakai untuk 

memberikan pembiayaan mitra usaha pada nasabahnya. Pada 

praktiknya, pihak BMT mengutus nasabah untuk membeli 

komoditas yang diperlukan. Dalam transaksi ini ada 

tambahan akad berupa akad wakalah.  

Namun dalam implementasinya, akad murabahah ini 

ternyata belum sesuai dengan hukum Islam, sebab harga jual 

yang ditentukan oleh BMT Tumang berpatokan pada suku 

                                                                                                                                      
Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2018), https:// repository.uinjkt.ac. 

id/dspace/bitstream/123456789/44238/1/SYIFA, diunduh pada 18 Okt. 2021, 

pukul 07.24 WIB.  
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bunga yang berlaku di pasaran. Artinya tingkat suku bunga 

menjadi fondasi perhitungan. Kemudian adanya ketidak 

jelasan komoditas yang menjadi objek jual beli, perkara ini 

terjadi karena BMT mengutus nasabah untuk membeli 

komoditas pada pemasok, bisa saja nasabah memakai dana 

pembiayaan untuk hal lain (di luar akad). 

Persamaan, ke dua penelitian ini membahas tentang 

akad murabahah di koperasi syariah namun lokasi penelitian 

berbeda dan lembaga penelitiannya berbeda pula.
6
  

 

G. Kerangka Pemikiran 

 Dalam hal yang kaitannya dengan muamalah, Islam 

memberikan kebebasan selama hal tersebut  tidak berlawanan 

dengan syariat Islam. Prihal ini selaras dengan kaidah dalam 

muamalah yaitu:  

 فِ الْمُعَامَلَاتِ اْلِإباَحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَليِْلٌ عَلَى تََْريِْْهَااْلَأصْلُ 

                                                             
6
 Siti Jamilatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad 

Murabahah Pada Produk Pembiayaan Mitra Usaha Studi Kasus di BMT 

Tumang Cabang Salatiga, ( Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Salatiga 2016), 

http:/ /perpus.iainsalatiga .ac.id/lemari/ fg/free/pdf/? 

file=http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/pdf/public/index.php/?pdf=1051/1/Siti.Ja

milatun.21412012, diunduh pada 21 Okt. 2021, pukul 07.23 WIB.  
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 Artinya: “Menurut prinsipnya, dalam hal muamalah itu 

mubah/boleh  kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.”
7
 

 

 Pedoman kita yaitu Al-Quran dan Hadits sudah selesai 

turun di zaman Rasulullah saw. Namun kehidupan semakin maju 

dan berkembang banyak pula transaksi-transaksi mualamah yang 

tidak terekam secara rinci baik dalam al-quran maupun hadits. 

Dan kita harus menggali lebih dalam keilmuan kita, agar Islam 

tidak di pandang kuno.  

 Secara bahasa, jual beli di artikan sebagai pertukaran 

komoditas dengan komoditas. Imam Hanafi juga memberikan 

definisi jual beli, dikutip dari buku Fikih Muamalah karya 

Rachmat Syafe’i, jual beli merupakan pertukaran harta benda 

dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). 
8
 

 Dalam praktiknya, transaksi jual beli dipraktikan secara 

spot atau tangguh. Penulis memfokuskan jual beli secara tangguh. 

Pada transaksi jual beli secara tangguh biasanya harga yang 

dibayarkan pembeli relatif lebih tinggi dan hal itu diperbolehkan 

dalam Islam. Kebolehan jual beli secara tangguh tercantum dalam 

                                                             
7
 Oni Sahroni, Fikih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Republika 

Penerbit, 2019), h.113. 
8
  Rachmat Syafe’i, Fikih Muamalah… h.74. 
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fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual 

Beli dengan pemaparan sebagai berikut:  

1. Transaksi ini adalah jual beli secara angsur (bai’ at-

taqsith), bukan utang piutang (al-qard wal iqtiradh). 

Walaupun transaksi ini melahirkan kewajiban/utang  dari 

sisi pembeli namun transaksi ini bukan utang piutang 

murni karena ada perbedaan antara jual beli kredit (bai’ 

at-taqsith) dengan utang piutang (al-qard wal istiradh).  

Jual beli secara kredit adalah pertukaran antara 

uang (tsaman) dengan komoditas (sil’ah). Layaknya jual 

beli di swalayan, jual beli kendaraan dan properti. 

Sedangkan utang-piutang (al-qard wal istiradh) itu 

transaksi antara uang dengan uang, pinjam uang yang 

dibayar dengan uang.  

2. Jual beli secara kredit bukan riba karena riba terjadi pada 

kredit berbunga. 

3. Kesimpulan bahwa jual beli secara kredit adalah boleh 

sebagaimana keputusan Lembaga Fiqih Islam Organisasi 
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Konferensi Islam Nomor 51 (2/6) pertemuan VI pada 20 

Maret 1990 Jeddah tentang Jual Beli Kredit.
9
  

Oleh karena itu kegiatan jual beli secara kredit walaupun 

ada penambahan jumlah tertentu tetap diperkenankan apabila 

syarat serta rukun jual beli terpenuhi, namun pada praktiknya, 

transaksi jual beli secara  kredit itu adalah transaksi utang piutang 

(pinjam uang dibayarkan dengan uang) serta adanya tambahan 

jumlah tertentu, maka itu termasuk kedalam katagori riba. 

Jual beli kredit sebetulnya di perbolehkan dalam Islam. 

Landasannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 Allah 

SWT. Berfirman: 

ى فاَكْتبُُ وْهُ                 اذَ امَنُ وْآ اِ الَّذِيْنَ  يآايَ ُّهَا سَمِّ  تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ الى اَجَلٍ مُّ
 

Artinya; “wahai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermuamalah dengan tidak tunai untuk waktu yang 

telah ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya…..” 

(Q.S Al-Baqarah : 282).
10

 
 

Ayat ini menjadi landasan diperkenankannya jual beli 

secara kredit dengan syarat dan ketentuan yang sudah di bahas 

sebelumnya.  

                                                             
9
 “Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit” 

https://www.republika.co.id/, diakses pada 7 Maret 2021, pukul 13.53 WIB. 
10

 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama 

RI, Al-Qurannulkarim, (Bandung, Al-Qosbah, 2020), h. 48.  

https://www.republika.co.id/
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Praktik akad bai al murabahah yang dahulunya 

merupakan jual beli suatu komoditas dengan memberitahukan 

harga modal dan keuntungan yang diinginkan pada pembeli, 

namun pada saat ini ada sedikit modifikasi dengan menjadikan 

akad bai al-murabahah sebagai bentuk pembiayaan. 
11

 

Akad bai al murabahah dilaksanakan untuk menghindar 

dari bunga dan hanya berlaku pada transaksi ketika akad 

mudharabah dan musyarakah belum bisa di terapkan. Akad 

tersebut diperbolehkan oleh ulama dengan persyaratan tertentu.
12

 

Peneliti juga akan melakukan analisis terhadap 

implementasi akad bai al murabahah di KSPPS Abdi Kerja 

Raharja Syariah Cabang Serang.  

Analisis merupakan pemaparan suatu pokok atas berbagai 

bagiannya itu serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
13

 

                                                             
11

 Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Islamic Financial 

Managemen, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 145. 
12

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Depok, RajaGrafindo 

Persada, 2012), cetakan keempat, h. 85. 
13

 Ainia Prihatini, Kamus Mini Bahasa Indonesia, (Sleman, PT. 

Bentang Pustaka, 2015), h. 4. 
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Didalam jurnal, Ahmad Rijali menyebutkan pengertian 

analisis menurut Noeng Muhajir, analisis merupakan upaya 

mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi 

orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut 

analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.
14

  

 

H. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan karya ilmiah terutama skripsi, 

diperlukan adanya metode penelitian. Karena metode penelitian 

merupakan hal yang begitu penting yang membuat skripsi 

tersebut ilmiah. 

Metode penelitian sangat berguna sebagai penunjuk arah 

serta jalan dalam menyelesaikan permasalahan yang hendak 

diteliti. Oleh karena itu, metode yang diterapkan untuk menyusun 

penelitian ini meluputi: 

 

                                                             
14

  Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, 

Vol.17 No. 33, (Januari-Juni 2018), h. 84, https://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/0, diunduh pada 28 

Januari 2022, pukul 06.40 WIB.  
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1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di koperasi KSPPS Abdi 

Kerta Raharja Syariah Cabang Serang. 

2. Metode dan Jenis Penelitian 

 Jenis metode yang digunakan dalam mengkaji masalah 

adalah penelitian lapangan (field reaseach) yakni penelitian 

yang dilaksanakan dengan cara menghimpun data serta 

informasi yang penulis dapatkan di tempat penelitian serta 

mencermati secara langsung fakta yang terjadi di masyarakat 

mengenai akad bai al-murabahah di KSPPS Abdi Kerta 

Raharja Syariah Cabang Serang.  

3. Sumber Data 

a. Bahan Pustaka 

Sumber data yang didapatkan dari beberapa 

sumber tertulis, seperti: buku Fiqih Muamalah yang 

ditulis oleh Ru’fah Abdullah kemudian buku Bank dan 

Lembaga Keuangan Lainnya karangan Kasmir lalu buku 

Fikih Muamalah Kontemporer karangan Oni Sahroni, 

serta beberapa buku lainnya yang bertautan dengan judul 
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skripsi penulis, ada pula Al-Quran oleh Kementrian 

Agama RI dan terjemahannya, artikel serta beberapa 

sumber lain yang bertautan dengan topik yang akan 

dibahas. 

b. Informasi  

Hasil wawancara merupakan sumber data yang 

bisa dijadikan landasan untuk menemukan persoalan yang 

akan dikaji (diteliti). Kegiatan wawancara dilakukan 

serta-merta oleh peneliti dan Bapak Fauzi, Kepala Cabang 

KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Serang.  

4. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian kualitatif merupakan 

metode yang dipakai oleh penulis dengan cara mengamati 

tingkah laku, kehidupan masyarakat, sejarah, institusi, 

aktivtas sosial serta hubungan kekerabatan. Dengan cara 

melangsungkan analisis yang didapatkan ketika melakukan 

penelitian di lapangan serta studi kepustakaan dengan cara 

memaparkan dan menggambarkan Implementasi Akad Bai 

Al-Murabahah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang 

Serang.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif mengandung dua sumber 

data yang bisa dijadikan rujukan, yakni : 

a. Observasi  

Metode observasi adalah metode untuk 

menghimpun data yang mengharuskan peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk meninjau beberapa hal  yang 

bertautan dengan kegiatan, waktu, tempat, kejadian serta 

tujuan.
15

 Metode observasi adalah metode terbaik guna 

meninjau perilaku subjek penelitian sebagaimana perilaku 

yang mencangkup ruang dan lingkup, keadaan dan waktu 

tertentu. Maka penulis akan melaksanakan observasi 

langsung di KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang 

Serang.  

b. Wawancara  

Wawancara bisa di jadikan landasan sebagai 

teknik untuk pengumpulan data serta informasi. Peneliti 

dapat mengemukakan beberapa pertanyaan dengan leluasa 

                                                             
15

 Sugioni, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, 

(Bandung, Alfabeta 2017), cetakan keduapuluh enam h. 2-9. 
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diluar pertanyaan yang sudah dirumuskan sebelumnya. 

Pihak yang menjadi narasumber adalah Bapak Fauzi, 

Kepala Cabang KSPPS Abdi Kerta Raharja Syariah 

Cabang Serang.  

c. Studi Pustaka  

Studi pustaka ialah salah satu teknik yang 

digunakan penulis guna mempelajari serta menghimpun 

data tertulis sebagai sumber data primer (sumber data 

yang diberikan kepada penghimpun data) dengan 

mengkaji buku-buku dan sumber lain yang berkaitan 

dengan pembahasan skripsi yang akan diteliti.  

d. Dokumentasi  

Merupakan salah satu cara penghimpun data yang 

diperoleh melalui berbagai dokumen yang dibutuhkan 

untuk objek penelitian. Seorang peneliti mencari data 

mengenai prihal seperti catatan, internet, transkip data, 

agenda serta data lain yang berbentuk dokumen.   

6. Analisis data  

Teknik yang dipakai oleh penulis dalam 

menganalisis data yaitu analisis data kualitatif. Kerangka 
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berfikir yang diterapkan yakni kerangka berfikir induktif. 

Kerangka induktif ini dilangsungkan dengan cara 

menghimpun beberapa data, berbagai peristiwa dan informasi 

yang terpaut dengan objek penelitian lalu dianalisis 

menggunakan teori yang sah dalam hukum Islam, kemudian 

penulis mengambil kesimpulan global.  

 

I. Sistematika Pembahasan  

Supaya penelitian ini mudah dimengerti, maka penelitian 

ini disusun secara runut dalam beberapa bab yang mempunyai 

keterkaitan satu sama lain.  

BAB I PENDAHULUAN mencangkup: latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian 

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian 

dan sistematika penulisan.  

BAB II PEMBAHASAN TEORI meliputi: pengertian 

akad, landasan hukum akad, kaidah yang berkaitan dengan akad, 

pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, kajian tentang jual 

beli, berakhirnya akad serta tinjauan umum akad bai al-

murabahah. 
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BAB III KONDISI OBJEKTIF KOPERASI KSPPS 

ABDI KERTA RAHARJA SYARIAH CABANG SERANG 

mencangkup: kondisi objektif Koperasi Abdi Kerta Raharja 

Syariah Cabang Serang, sejarah koperasi Abdi Kerta Raharja 

Syariah, visi-misi, produk dan struktur organisasi koperasi Abdi 

Kerta Raharja Cabang Serang.  

BAB IV IMPLEMENTASI AKAD BAI AL-

MURABAHAH PADA KSPPS ABDI KERTA RAHARJA 

SYARIAH CABANG SERANG penulis memaparkan tentang 

proses transaksinya serta implementasi dan tinjauan hukum Islam 

dalam menjalankan akad murabahah tersebut apakah selaras 

dengan syariat Islam atau tidak.  

BAB V PENUTUP meliputi: Kesimpulan, saran dan 

lampiran. 

 

 


